PEMERINTAN KARUPATEN PAHGANTIAPAL
DINAB PENDIDIRKAN PEMUDA DAN OLAHPRAGA

Jalzn Kavungsari 01 (9 P 00 [ean I‘nl'lﬁl‘rjﬂl!g Beempntnnf Knlmipste fn Paeggarilaese
Eriele Pen 442 198 11p FVulim [OMS]RATIAN Wely B21p Bittps f fomm dliastibbintdgern jind wrg
I rrarni? u-hrr+n;I-'I'-itlimlflrlvu!;mr- el mop

REKOMENDAR]

IZIN OPERASIONAL
Homar 421 /1 139/ Miadikprirn ) 2012)

Herdasatkan — Nomar — Induk Berusahae (NN dengan  neamm
0233010212626 dan lzin Usahe vang dikeluaiken Lembnpn 159, sartn
hasil visitasi lapangan, dengan Inj:

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragn Hahupstan Pangsndsran
memberikan rekomenduas! kapsds

Nama Lembags TK PORI SENIA

Nama Pimpinan MEGAWATI, 11

Alamalt Dusun Cigintung Bt 004 Bw 002 [iean
Sikamulyn Kee Langlaplnn: as

Nama Yayason 't Yayasan Pembina Lemboga e pebiclilnn 19312
Pusai

Maaa Berlaku . B Maret 2021 ».d B Maret 2026

Untuk menyrelenggarakan Pendidikan Anak Usia Ding (IPALL)

Demikian rekomendasi inl dibust dengnn eebennrmyn untok dopn)
digunakan wsehagaimana mestinya sesual dengan peraluran  petisinan
yang berlaku

Pangandaran, B Marey 2052 |
Fit.  Kepala Din |ﬂ[{2’lum Pemtida dan Olahiraga
i Pangamdaran,

f

£° =8
WURDIN, B.Pd., M.,
ina Tingha |1, Vi

NI ITO0R 1 1as 12 1060

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

f ," W
a hl i | fh
Aol
PUFATI PANGANDARAN
PROVINGL JAWA BARAT

KEPUTURAN BUPATI PANOANDARAN
NOMOR ; PKO30V.04 Kps. 247 -Huk/2024

TENTANG

PENIETAFAN TAMAN KANAK-KANAK YANG BEMULA BERSTATUS
AEBAGAL TAMAN KANAK-KANAK SBWASTA MENJAD!
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI PANGANDARAN,

Menlinbang i n, bahwa Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD)
merupakan Jonjang pendidikan yang penting dan
atralegis bagl tumbuh kembang jasmani serta
rohinni, anak, sehingga akses dan mutu layanan
PAUD meripakan hal yong urgen ditingkatkan
dalard  upaya mempersiapkan  anak untuk
inemasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;

b, bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu
Inyanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf
n, Pemeriniah Kabupaten Pangandaran telah
melaksanakan rangkaian prosedur peralihan
wiatun Taman Kanak Kanak (TK) PGRI Mawar, TK
PORI Bincarung, TK Sejahtera, TK PGRI S8enia, TK
PGRI Pelangl, TK PORI Raflesia, TK PGRl Dewi
Sartika, TK PORI Heparan Jaya, TK PGRI Mawar,
dan TK PQRI Merpati yang semula berstatus
nehagali TK Swasta menjadi TK Negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu ditetapkan perubahan
statusnya dengan Keputusan Bupati;

c. hahwa berdasarkan kelentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B4
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan
perubahan  status satuan PAUD yang semula
diselenpgarakan oleh masyarakat atau pemerintah
desn menjadi satuan PAUD yang disclenggarakan
oleh  pemerintah  kabupaten/kota  kepada
bupatifwalikota dengan melampirkan dokumen
perayaratan seauai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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Meryadi Taunan Vanuk kanae Neger,

Mengingat ¢ L Undang Undang Wemnen 22 Tahun 197 terary
Penyelenggurn Negara yong Beswh dan fatas dar
Karupsi Keluss dan Nepetisene (lrseisran Woggers
Regabilik Indonesia Tabun 1773 Werser 7%, Tareismrar
Lesnbsran Neggrn Mepabbik Indeonesia Wearner 5251

2. Undang Undang, Nomor 20 Tahan 2005 wrarg
Histen  Pendidikan Nasiona) (Lembsezn  Megecs
Republik Indonesia Tahun 200578 Ko 47, Terebabor
Lembaran Negara Pegratiil lnddeoemsna Verner @256

3. Undang Undang Nernesr )4 Talran 2005 \errtary Coars
dan Dosen (Lembmran Negara Pepstile ledereca
Tahun 2005 Romer 157, Tambmban Lerabsrsn Wegera
Republik Indoresss Neogmres 45556,

4. Undang-Undang Nomesw 2] Tahun 2012 te=varg
Pembentukan Eabupeten Pergardsrsn & Froves
Jawa Baral (Lembaran Negara Pepubite Inderemz
Tahun 2012 Nomor 230, Tamteben Lembeszs Negers
Republik Indonesia Nomor S367%);

5. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2015 wnterg
Pemerintahan Daerah (Lemnbmran Negpora Pepubiic
Indonesia Tahun 2014 Nemer 242, Tasmisbe-
Lembaran Negara Repubbk Indoneszs Nomer 5557
scbagaimana telah beberaps kel duteh it
dengan Undang-Undang Nomor & Tahum 2023
tentang Penetapan Peraturan Pererisal Peogsant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciona
Kerja Menjadi Undang-Undang Temberan Negers
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Te=talkas
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomeor 6556 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentzng
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidiean Lembere—
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Noomor 23
Tambahan Lembaran Negara Pepublie Indomesis
5105) sebagaimana telah dinhah dengan Peratiiess
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 temtenpg Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Penyelenggamean Pendedien
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu=n 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negare Pepubik
Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Negara Republik Indonesia Tahun 20148 Nemer GF
Tambahan Lembaran Negara PFepublik hndoness
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah demgan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentarg
Perubahan Alas Permturan Pemenntah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Mk
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Pepubik Indenesa
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Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lemlvunn Negam
Republik Indonesia Nomor 6523},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 42, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6LA22)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 fentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembamn Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor § 7, Tumbahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 6hT6);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tenlang
Pengembangan Anak Usin Dini  Holistik: Integeatil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 146);

11. Peratuman  Menteri  Pendidiknan dan  Kebudayann
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negar Hepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

12, Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolann Ramng Milik
Daerah (Berita Negam Republik  Indonesia Tahun
2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan  Blarang Milik Daerah (Beritn Negam
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350}

13. Peratumn  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedinan Layanan
Pendidikan Anak Usin Dini (Berita Negar Republik
mdonesia Tahun 2018 Nomor b54);

14. Peratumn Menteri Dalam Neperi Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negarn Republik Indonesin Tahun

2020 Nomor 1781);
15, Perafuran Menten |

rendidikan, Kebudayann, Rinet,
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Stnnudar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Herita Nepginm
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

16. Peraturan  Menteri Pendidikan, Kebudaynan, Riset,
dan Teknologi Nomor A Tahun 20249 tentang Standar
isi Pada Pendidikan Anak Usin  Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengnh
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2024 Nomaor

169);
17. Pernturan Menteri Pendidikan, Kebudiynan, Riset,
dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang

Kurikulum pada Pendidikan Anak Usin Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
(Beritn Negam Republik Indonesia Tahun 2024 Nomaor

172).
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28
Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten
Pangandaran (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 28);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Pangandaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 39
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 39);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor
38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan

Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor
PK.03.01/Kpts.160-Huk/2024 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Penilaian

Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun

Memperhatikan : 1.

Anggaran 2024, Humnri
421.9/4039/Disdikpora/2024, tanggal 11 Juni
2024;
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4. Surat Rehomenidasi Penilatan helayakan
Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2024
Nomor, 42 1,9/4050/ Disdikpora f 2024, tanggal 12
NTIITRALPE B

Surt Repala Dinas  Pemdidikan, Pemuda dan
Olahraga  Nomor 902/6417/ Disalikpoian /2024,
tangeal 18 Seprember 2004, Perihak: Permohonan
Penelapan  Taman  Kanak Kanak MRl Mawar,
Taman  kanak Kanak IR Bincarung, Taman
Kanak Kanak Sejahtera, Taman  kanak kanak
UKL Senin, Taman Kanak Kanak PORI Pelangl,
Taman Kanak Kanak ORI Raflesia, Taman knnak
hanak ORI Dewi Sartika, Taman Kanak-Kanak
MARD Harapan Jaya, Taman Kanak-Kanak PORI
Mawar, dan Taman Kanak kanak Merpath yvang
Semuln Berstatus sebagn Taman Kanak Kanak
Swasta Menjadi Taman Kanak Kanak Negeri,

-

MEMUTUSKAN.

Menetaphan . KEPUTUSAN BUPATI TENTAN O PENETAPAN TAMAN
KANAK-KANAK YANG SEMULA BERSTATUS SERAQAL
TAMAN KANAK KANAK SWASTA MENJADI TAMAN

KANAK KANAR NEQERL

Menetaphan Taman Kanak-kanak (TK):
., ORI Mawar;

b, NARI Bincarung,

¢, ORI Senia;

d. PORI Pelangi;

e. PGRY Rafesiag

. PORI Dewi Sartika;

g. PORI Harapan Jaya,

h. IXOIRL Mawar,

i. PQRL Merpati; dan

j. Sejahter,
yang semula be
Negeri.

KRESATU -

rstatus sebagal TR Swastn menjadi Th

Sekolah Nasional (NPSN) TR scbagnimana

KEDUA . Nomor Pokok
lam Diktum KESATU adalah  sebaga

dimaksud da

berikut:
Mawnr dengan NPSN: 20262878,

a. TR PORI
bernlamat di Dusun Sindangmangi, RT 001/RW

004, Desa Bagolo, Kecamatan  Ralipucang,

Kabupaten Pangandamn,
b, TK PGRI Tincarung dengan  NESN: 20062785,
bernlamat i Dusun Karmngkamulya RT 005/ RW

003, Desa Karangmuba, Kecamatan Padahevang,

Kabupaten Pangandamn;
e. TK MORI Senia dengan NPSN: 69783372, beralamal

di Dusun Cigintung, RT O004/RW 002, Desa
gukamulyn, kecamatan Langkaplancar, Kabupaten

Pangamndarn,
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N ‘::“hl‘::?:ll \llit‘:::ﬁ: hml:-nlwuul NI'.'HN' 30 M 2,
Kol LR .uu-thmn "M-‘:i II\l O1I/7RW 008, Dens
Pavigandaran, RNENGNS,  Nabupein

¢ IR IR Ralesia  dengan  NISIN G bz
Petnbamat 30 Sukamelang N 0L RE tHk.fm\;
OO, Desa Pagersinmiing, Kesamatan Pangandatan
Roabwipaten Baongaidann, '

PR INVRD Dewd Sartika dengan NN
berabamat i Dsin Basgaatinan, K1 (MI/RW 0L,
| Nt Janugtaga, Rt anisatan Mangiinfnyn,
Nabipsaten Panganidaian,

ROUROINERD Hlavapan Jdayva desgan NIYIN G '},
betalanat di Dusun Porie, REEOTE/RW 008, Doaa
Manguigaya, hecamatan Mangungays, habupaten
Pansgandaran,

hoIR IORE Mawar  slengan NITIN 200NN,
beratamat o Davann Paledah, RO/ RW 002, Desn
Madedalt,  Revamatan  Padaherang, halwipaten
Pynganmdaran,

TR INRL Meypals denpan NITIN 06007,
beralamat i b Rava Habakan Pangganddatan No
R TR harangedang, KT OO /RW 006, 1enn
Mabakan,  hevamatan Pangandaran,  Kabupaten

Pangandaran, dan
p TR Sepahitera dengan NESIN 20200000, botalamnl il

Dusiin Nagiak, RY GO /ZRW 012 Dhenn Cldenldi,
Recatatan Cliguguae, Kalnipaten Pangandnian

A0 2N,

wa atatus UK 1R Mawae, TK QORI
Hincanny, R INRL Senitin, TR IR Pelangt, TR ARl
Rallesia, UR IR Dewd Sartika, TR PORL Harapan Javi,
'R IR Mawar, Th IR Mergratl, dan Th Hejahiern

terhitung nefak tanggal

mengadt ' Neged, winhin
Repantisan Ppatt (ol mulad Berlaku, pengelolnannya

dilaksanakan sestia denpgan norma, atandar, prosedan
dan kriteria vang dinta i peraturan perindnng

windangan

JETIAA Diengan ditetnphany

Memernntahkan hepadin Repaln Dinan Pendidiknn,

Pemuda dan Olahraga untuk
i TR PORE Mawar, '

a melapothan peritbahan Biat
INVIRE THneaning, TR INIRL Henin, TK INRL Pelangd,

'k ORI Ratleatn, Th VIR Dewl Sartthn, TR PORL
Harapan Jaya, TR IXIRI Mawar, TR INIRE Merpatd,
'k Mejahtem hepada COubernnn Jawa iral

FEMPAT

dan
melalut Kepala Dinas Ponditiknn Provinsl Jawn
aal,

Mupatl il

anlinan  Kepultisan
TR INRL Mawar, Th PARI
AL Pelinngd, Th
i Sartikn, TR ORI
THIAKE Merpall,

b menyampalkan
Kepada penpelola
Nincaring, TR IR Hendn,
IORE Ratlesta, 'R IORE Dew
Harapan Jaya, I'h PORT Mawar,

dan TR Sejahtera, dan
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¢. melakukan proses serah terima Aset TK PGRI
Mawar, TK PGRI Bincarung, TK PGRI Senia, TK
PGR] Pelangi, TK PGRI Raflesia, TK PGRI Dewi
Sartika, TK PGRI Harapan Jaya, TK PGRI Mawar, TK
PGRI Merpati, dan TK Sejahtera sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KELIMA Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali
apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi

/padﬁl}ggﬁl 23 September 2024
< . »

Tembusan:
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

